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FEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

%

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2007 5

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EANYUMAS
NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI| BANYUNAS,

Menimbang ‘a. bahwa dengan telah oditetapkannya Persturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketigs Peraturan
Femerintah Republik Indenesa Nemor 24 Tahun 2004
lentang Kecudukan Protokoler dan Keuangan Fimpinan dan
Anggata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Feraturan
Cacrah Kabupater Banyumas Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah
diubah dergan Peraturar Dgzerah Kabupaten Banyumas
Nemor 11 Tahun 2005, perlu disesugzikan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, periu
menetapkan Peraturan Caerah Kabupaten Banyumas tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Memor 34 Tahun 2004 tantang Kedudukan



Mengingat

[, ]

Frotokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas,

Undang-Undang MNemor 413  Tahun 1950 tantang
Pembentukan Daerah-daerah Kzbupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah'in 1987 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
3363) ;

Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003
Momor 47, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4236) ;

Undang-Undang Momor 22 Tahun 2003 tentang Susunan
dan  Kedudukan Majelis Pormusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Ferwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara
Republix Indonesia Tahun 2003 Nemor 92, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4310} :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharsan MNegara (Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 2004 MNomor 5. Tambshan Lermbaran
Negara Republik Indonesia Normor 4355) :

Undang-Undang Nomeor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undengar (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 53,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indocnesia Nomar
4388) ;

Undang-Undang MNomer 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomer 125, Tambahan Lambaran Negara
Republik_Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tzlah diubah



dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Uncang-Undang
Momor 3 Tahun 2005 tentang Pcrucahan Atas Undang-
Jndang Nomor 32 Tahun 2004 fentang Pemerintahan
CDacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 4493) yang telah ditatapkan menjadi Undarg-Undang
dengan Lindang-Undang MNomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran MNegare Republik Indonesiz Nomor
4548) .

8. Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerzh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomeor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 4438) ;

9. Peraturan Pemerintah MNomor 62 Tahun 1990 tentang
Ketentuan Keprotokolan Mengznai Tata Tempat, Tata
Upacara dan Tata Penghormatan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Momer 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432) ;

10.Peraturan  Pemerintah MNomor 25 Takun 2000 tentang
Kewanangan Pemaerintzh dar Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran MNegaia Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambzhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3652) ;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaen dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 MNomor 185, Tambahan Lembaran MNeagara
Republik Indenesia Nomor 4583

12 Persturan Pemerintah Momor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota



Uewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tehun 2004 Nemor 90 , Tambahan
Lembaran Megara Ropublik Indonesia Nomeor 4416 );
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dangan
Peraturan Pemerintah Momeor 21 Tahun 2007 tentang
Ferubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggeta Dewan Perwakilan Rakyat
Casrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomar 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 4712) '

13.Pecraturan Pemerintah Momor 25 Tahun 2004 tentang
Pedoman Peryusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Republix Indonesia Tahun 2004 MNomor 91 |
Tambahan Lembaran Negzra Reopublik Indonesia Nomer
4417 ),

14 Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tertang
Pengelolagn Keuangan Daerah | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tembahan Lembaran
Negara Republix Indonesia Nomaor 4573);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nemar 34 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keusngan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Xabupaten
Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
28 Ser E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas MNomor “1 Tahun 2005
tenfang Perubahan Atas Peraturan Caerah Kabupaton
Sanyumas Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilarm Rakyat Daerah Kabupzaten Banyumas (Lembaran
Daerah Kabugaten Banyumas Tahun 2005 Nomar 8 Seri E),



-

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUFATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan | PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUFATEN BANYUMAS
NOMOR 34  TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerakh Kabupaten Baryumas Momor 34
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah Kabupatsn Banyumas (Lembaran Daerah
Kabupaten Sanyumas Tahun 2004 Momor 28 Seri E), sebzgaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomeor 11 Tahun 2005 { Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 8 Seri E). diubah sebagai berikut :

. Diantara angka 21 dan angke 22 Pasal 1 disisipkan ? (dua) angka yakni
angka 21a dan angka 21b, schingga berbunyi sebagai cerikut :

21a. Tunjangan Komunikasi Intensif adzlah uang yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dzlam rargka mendorong
peningkatan kinerja dalam Pimpinanr dan Arggota CPFRD

21b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana vang
disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang
kegiatan cperasional yang berkaitan dengan representasi. pelayanan.
dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan
DPRD sehari-hari



2. Ketentuan Pasal 1 angka 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai beriku® -

22. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan vang disediakan berupa
pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD, penyadian rumah jabatan Pimpinan
DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas Jabatan Pimpinan DPRD,
serta rumah dinas bagi anggcta DPRD dan perlengkapannya.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah. schingga terbunyi sebagai berikut :
“Pasal 10" =

Fenghasilan Pimpinan dan Anggeta DPRD terdiri atas
a. Uang Representasi:

o

Tunjangan Keluarga:
Tunjangan Baras:

Uang Paket:

Tunjangan Jabatan

Tunjangan Fanitia Musyawarah-
Tunjangan Komisi:

S a ™~ 0o a b

Tunjangan Panitia Anggarar:
Tunjangan Badan Kehormatan: dan

i S

Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal. vakni Pa=al 108
dan 10 B yang berbuny sebagai berikut -

“Pasal 10 A"

(1) Selain Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pacal 10. kepada
Pimpinan dan Anggota CPROC diberikan penerimaan lain berupa
Tun;anga;‘l Komunikasi Intensif.

(2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Pimpinan DPRD  dan Anggeta DPRC dengan
mempertimbangkan kemampuan kauangan caerah

(3) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri dari 3 (tiga) kriteria yaitu:



a. Tinggi
b. $edang, dan
¢. Rendah

Pasal10 B

(1} Penentuan kelompok kemampguan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 A ayat (3) dihitung dengan menggunakan formula
kemampuan keuangan daerak sama dengan pendapatar umum daerah
dikurangi belanja Pegawai Nageri Sipil Daerah (PNSD)

{2) Pendapatar umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas pendapatan asli daerah ditamban dana bagi hasil dan dana alokasi
umum.

(3) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji
dan tunjangan Pegawai MNegeri Sipil Deerah yang meliputi gaji pokok,
tunjangan keluarga, tunjangan jabatan tunjangan beras, dan tunjangan
pajak penghasilan PPh Pasal 21.

Pasal10C
(1) Cata yang digunakan sabagai dasar penghitungan kemampuan daerah
sabagaimane dimaksud dalam Pasal 10 E adalah data Anggaran
Pendapatan dan Eelanja Daerah (APBD) Induk tahun anggaran
berjalan/berkenaan.
{2} Penghitungan kemampuan keuangan deserah sebagaimara dimaksud
pada ayat (1) dilakukan ocleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 10D

Fengelompokan kemampuan keuvangan daerah sebagaimana dimeksud

dalam Pasal 10 A ayat (3) diatur sebagai berikut

(1) di atas Rp 400.000.000.000,00 (emcat ratus milyar rupiah)
dikelompokan pada kemamguan keuangan daeran tinggi:

(2) antara Rp 200.000.000.000,0C (dua ratus milyar rugiah) sampai dengan
Rp 400.000.000 000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokan pada
kemampuan keuangan daerah sedang.dan

(3) di bawah Rp 200.000.00C.000,00 (dua ratus mi yar rupiah)
dikelompokan pada kemampuan weuangan daerah rendah.



(2)

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud
pada ayat (%), besarnya sama dengan ketentuan yang berlcku pada
Fegawa: Negeri Sipil.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai barikut

(3)

4

Pasal 15

Pajak Penghasilan Pdsal 21 Pimpinan dzn Anggota DPRD atas
penghasilan sebagaimana dimzksud galam Pasal 10 dibebankan pada
APBD Kabupaten Banyumas. :

Pejak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas
penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dibebankan
kepada vyang bersangkutan sesuai dengan ketzntuan peraturan
perundang-undangan

8. Di antara Pasal 21 dan Pasal 2?2 Bagian Kedua disisipkar 1 (satu) pasal
bagian, yakni Bagian Kedua A. dan Kstentuan Pasal 22 Bagian Kedua
diubeh, sehingga berbunyi sebagal berikut :

(1]

Bagian Kedua A
Uang Duka dan Bantuan
Perguruszan Jenazah

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal cun'a tidak dalam
menjalankan tugas kepada anli waris diberikan uang duka sebesar 2
(dua) kali Uang Rrepresantasi,

Dalam hal Pimpinarn atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam
menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikar uang duka scbesar 6
(enam) kall uang reprasantasi.

Selain vang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
kepada anli waris diberikan bantuan pengurusar jenazah,



" Pasal10E

(1) Dalam hal kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 10 D huruf a, Tunjangan Komunikas| Intensif bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD diberikan paling banyak secbesar 3 (tiga) kali uang
representacsi Ketua CPRD.

(2) Dalam hal kemampuan keuangan caerah sedang sebagaimana
dimaksuc pada Pasal 10 D huruf b, Tunjangan Komurikasi Intensif bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD d berikan paling banyak sehesar 2 (dua)
kali uang representasi Ketua DPRD,

(3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah rencah schaga mana
dimaksud pada Pasal 10 D huruf ¢ Tunjargan Komunikasi Intensif bagi
Pimginan dan Arggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali
uang representasi Ketua DPRD.

Fasal10F
Tunjengan Komurikas |ntensif sebagaimana dimeksud dalam Pasal 10 E
dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

. Ketentuan Pasal 11 aya: (3) dihapus. sehingga Pasal *1 berbunyi sebagai
berikut .

“"Pasal 11"

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD giberikan Usng Representasi.

(2) Uang Representas: Ketua DPRD setara dengan 3aj pckak Bupati.

(3) Uang Represantasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh
perseratus) dari Uang Ropresentasi Ketua DPRD.

(4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 o (tujuh puluh lima
Ferseratus] dan Uang Representasi Ketua DPRD.

. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A
¥ang berburnyi sebagal berikut ;

Pasal 11A

(*) Pimpinan dan Anggota DPRD dberkan Tunjangan Keluarga dan
Tunjangan Beras.



9. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 6 {enam) Pasal baru, yakni Fasal
24 A, Pasal 24 B, Pasal 24 C. Pasal 24 D, Pasal 74 E dan Pasal 24 F
sehingga berbunyi sebagai berikut -

Pasal 24 A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
kepada Pimpinan DPRD “disedialan Belanja Ponunjang Operasional
Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A ayat (2%

Pasal 24 B

(1) Dalam hal kemampuan keuangar Jaerah tinggl, belanja penunjang
operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A
disediakan paling Danyak & (enam) kali uang representasi Ketua
DPRD ditambah 4 (empat) xali jumlah uang representas seluruh
Wakil Ketua DPRD.

(2) Dalam hal kemampuan keuangan daerah sedang, Belanje Fenunjang
Operasional Pimpinan sebagaimana cimaksud dalam Pasal 24 A,
disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang recresentasi Ketua
DPRD ditambah 2 % (dua seperdua) kali jumlah uang representasi
seluruh Wakil Ketua DPRD.

(3} Dalam hal kemampuan keuangan daerah rendah. Belanja Penunjang
Opearasional Pimpinan sabagaimana dimaksud daiam Pasal 24 A,
disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD
ditambah 1 % (satu seperdua) kali jumiah uarg representasi seluruh
Wakil Ketua DPRD.

Pasal 24 C
Belanja Penunjang Cperasioral Pimpinan DPRD sebagaimans dimaksud
dalam Pasal 24 A, disediakar rmulai tanggal 1 bulan barikutnya setelah
Paraturan Daerah in| ditetapkan



9. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 6 {=nam) Fasal baru, yakni Pasal
24 A, Pasal 24 B, Pasal 24 C, Pasal 24 D Pasal ?4 E dan Pasal 24 F
sehingga berbunyi sebagai berikut |

FPasal 24 A

Selain belanja penunjang kegiatar scbagaimana dimaksud dzlam Paszl 24,
kepada Pimpinan DPRD disedizkan Belanja Penurjang Operasional
Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemamguzan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A ayat (2).

(1]

(2)

Pasal 24 B

Dalam hal kemamouan keuangan dacrah tinggi, belanja penunjang
operasional Pimpinan sebagaimara dimaksud dalam Pasal 24 A,
discdiakan paling banyak 8 (enam) kali uang represantasi Ketua
DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh
Wakil Ketuz DPRD.

Delam hal kemampuan keuangan daerah sedang. Belanja Penunjang
Operasicnal Pimpnan sebagaimana dimaksud delam Pasal 24 A,
disediakan paling banyak 4 (empat] kali uzgng representasi Ketua
DPRD ditambah 2 % (dua sepercua) kall jumlak uang representasi
selurun Wakil Ketua DPRD.

Dalam hal kemampuan keuangan daerah rendah. Balanja Penunjang
Operasional Pimpinan sebagaimana diraksud dalam Pasal 24 A,
disediakan paling banyak 2 (dua) kall uang representasi Xetua DPRD
ditambah 1 %% (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh
Wakil Ketua DPRD.

Pasal 24 C

Belanjza Panunjang Cperasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
calam Pasal 24 A, disediakan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah
Peraturan Dazrah ini ditetapkan



10.

Pasal 24 D
Penggunaan Belanja Penunjang Operasicnal Pimainan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 244 bercasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan
DPFRD dengan memperhatikan asas manfzat dan efisiensi dalam
mendukung kelancaran pelaksanzan tugas 2impinan DPRD sehari-hari
dan tidak untuk keperluan pribadi.

Paszal 24 E

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan-Anpgota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dan Belanja Penunjang

Cperasional Pimginan DPRD scbagaimana dimaksud Pasal 24 A ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 25 diubah, sehirgga pasal 25 berbunyi sebagai bericut

Pasal 25

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD vang
terciri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 aan
tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang
diformulasixan ke dzlam Rencara Kerja dan Anggaran Satusn Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Scakratariat DPRD.

(2) Belanja Pimpiran dan Anggota DPRD sebagzimana dimaksud dzlam
Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 73 dianggarkan
dalam pos DPRD.

(3) Belanja Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 24 A dianggarken dalam pos Sekretariat DPRD.

(4) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD ssbegaimana
dimaksud dalam Pasal 18, Paszal 17, Pasal 18 dan Pasal 21, serta
Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 24 ayat (2). dianggerken calam pos Sekretariat OPRD yang
diuraixan ke Jalam jenis belanja sebagai berikut ¢
a. Belanjz Pegawai;

b. Belanje Barang dan Jasa:
¢. Belanjz Madal,



(3) Sekretaris DPRC, mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Pasal Il
Feraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sebap orang mengetanuinya, mamerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan perempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 7 5 May 2007

C‘l

Diundangkan di
Pada Tanggal ....4..5..

SEKRETARIS DB.E'R l"-H !I-._ -.IHJ]" ATEN
BANYURLAS

SINGGIH VT NTG SHL
NIP : 560 67 *6 484 B
LEMREARAN DAFRAH KABUPATEN BANYUMAS HOMOR .

SFR1.E




PENJELASAN

ATAS
FERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 7. TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

PENJELASAN UMUM

Peraturen Daerah ini dimaksudkan untux mengubah  beberapa
ketentuan calam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tehun 2004,
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Hs-:bupaten Banyumas, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daersh <abupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2005, untuk
disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturar Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Keduduken Protokaler dan Keuangan Pimpinan Dewan Ferwakilan Rakyat Dasrah
dan Peraturan Mentzsri Dalam Megeri Nomeor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan  Kemamouan Keuangar Dasrah, Penganggaran dan
pertanggungjawaban Penggunaan-penggunaan Celanja Penunjang Ogperasiona!
Pimpiran DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intersif
dan Dana Cperasional.

Perubahan tersebut juga dalam ra ngka mendorong peningkatan Kineria
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dan menc| ptakan kondisi
sosial ekonumi yang baik dan seimbang.

Selain penerimaan penghasian yang selama ini diterima oleh Pimpinan
dan Anggota DPRD, dalam Peraturan Dzerah Ini menetapkan pemberian
Tunjangan Kemunkasi Intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan
menampung dan menjaring aspirasi masyarakal. Khusus kepada Pimpinan



DPRD. secara kaolektif disediakan Balanja Penunjang Operasicnal Pimpinan setiap
bulan guna menunjang kalancaran pelaksanzan tugas Pimpinan DPRD.

Pemberian tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD serta Danz Operasional bagi Pimpinran DPRD mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah yang dikelompokian dalam 3 (tiga) kelompok,
yakni daeran denpan kemampuan keuangan daerah tinggi. sedang dan rendah.
Selan itu panyediaan Belanja Penunjang Operasicnal Pimpinan DPRD
mempeartimbangkan prinsip kesataraan

Prinsic kesetaraan dicerminkar dari adanya kesetaraan antara Bupat/
Wakil Bupati dengan Pimpinan DPRC yang masing-masing memperoizh dana
operasional. Sejalan dengan itu penggunaan Belanja Penunjang Operaciongl
Pimpinan DPRD didasarkan atas pertimbangan Pimpinan DPRD dengzn
mempertimbangkan azes manfzat dar eofisiens dalam rangka mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas Fimpinan DPRD sehzri-hari dan tidak untuk
kepentingan pribadi
PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Angka 21 2dan21b

Gukup jelas.
Pasal 1
Angka 22

Cukup jelas
Pasal 10

Cukug jelas
Fasal 10 A sd. 1CF

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 114

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 22

Gukup jelas



Pasal 24 A

Yang dimaksud dengan "disediakan” adalah penyedizar anggaran dalam pos

Sekretariat DPRL yang hanya dacat digunakan apabila diperlukan untuk
kelancaran celaksanaan tugas Pimzinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk
keperluan pribadi.
Pasal 24 Bad Pasal 24F

Cukup jelas
Pasal 25 |

Cukup jelas

Pasal Il
Cukup jelas.
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